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Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap badan asing pada
bentuk usahatetap (BUT) melalui penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia.
Undang-undang pajak penghasilan memberlakukan pembedaan tarif antara badan usaha asing berbentuk
BUT dan badan usaha asing yang tidak berbentuk BUT. Pada umumnya kegiatan atau usaha yang dijalankan
oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia sering memicu terjadinya pengenaan pajak berganda oleh negara
sumber maupun negara domisili subjek pajak luar negeri. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis
mengenai keberadaan BUT dalam peraturan perpajakan di Indonesia serta penerapan P3B di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang
dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif.
Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemajakan terhadap BUT menurut UU PPh bisa
didasarkan padatarif tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tarif
umum Pasal 17 dan 23 UU PPh. Namun terhadap kegiatan usaha yang belum memenuhi syarat BUT maka
pemajakannya mengacu kepada Pasal 26 UU PPh serta kewajiban perpajakannya menjadi tanggung jawab
subjek pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Selanjutnya
melalui keberadaan P3B bertujuan untuk memitigasi pajak berganda dengan menyelaraskan definisi pajak,
menetapkan basis pajak, menetapkan hak pemajakan, dan mengatur mekanisme yang akan digunakan untuk
menghilangkan pajak berganda dengan melalui metode unilateral dan multilateral. P3B yang disepakati
mengacu pada aturan perjanjian yang berkembang didunia saat ini yakni UN Model dan OECD Model.
This research discusses issues regarding to the imposition of income tax on foreign entities in the permanent
establishment (PE) through the application of the double taxation avoidance agreement (tax treaty). The law
of tax income applies atariff distinction between foreign business entitiesin the form of PE and foreign
business entities that are not in the form of PE. In general, activities or businesses carried out by foreign tax
subjects in Indonesia often trigger the occurrence of double taxation by the source country or the domicile
country of the foreign tax subject. Therefore, the author wants to analyze the existence of PE in tax
regulations in Indonesia and the application of tax treaty in Indonesia. Thisresearch uses ajuridical-
normative research method, named library research conducted on written and unwritten legal rules with
descriptive research type. The conclusions obtained from this research are taxation of permanent
establishment according to the Income Tax Law in Indonesia can be based on certain tariffs as stipulated in
the Decree of the Minister of Finance and general tariffs Article 17 and 23 of the Income Tax Law.
However, for business activities that do not meet the PE requirements, the taxation refersto Article 26 of the
Income Tax Law and the tax obligations are the responsibility of domestic tax subjects who pay income to
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foreign tax subjects. Furthermore, the existence of the tax treaty aims to mitigate double taxation by
harmonizing the tax definition, establishing atax base, determining taxation rights, and regulating the
mechanism that will be used to eliminate double taxation through unilateral and multilateral methods. The

agreement of tax treaty refers to the agreement rules that are developing in the world today, namely the UN
Model and OECD Model.



